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1. Ruang Lingkup 

 Prosedur Pelaksanaan ini berlaku untuk Penetapan Tim Swakelola pada kegiatan 

pekerjaan Swakelola fisik dan non fisik yang menggunakan dana APBN di lingkungan 

Direktorat Jenderal Bina Marga. 

2. Tujuan 

 Mengatur tata cara Penetapan Tim Swakelola agar memenuhi ketentuan perundang-

undangan ataupun ketentuan lainnya yang berlaku. 

3. Acuan 

 1. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Presiden No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden 

No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

2. Perka LKPP No. 14 tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Perpres No. 70 Tahun 

2012, tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 15/PRT/M/2015, Tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 07/PRT/M/2011, tentang Standar dan 

Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat No. 31/PRT/M/2015, tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum No. 07/PRT/M/2011, tentang Standar dan Pedoman 

Pengadaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi. 

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14/PRT/M/2011, tentang Pedoman 

Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum Yang Merupakan Kewenangan 

Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri. 

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 04/PRT/M/2009, tentang Sistem 

Manajemen Mutu (SMM) Departemen Pekerjaan Umum. 

4. Definisi  

 4.1 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  

  Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang 

bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 

(Perpres No. 4 Tahun 2015 pasal 1 angka  7) 
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